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PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN TALIBURA
Jin. Raya maumere — Larantuka km. 42
TALIBURA 86183

KEPUTUSAN CAMAT TALIBURA
NOMOR: 3p TAHUN 2022
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK - KANAK St.TL1S4BETHKRINGA

CAMAT TALIBURA

bahwa kelompok bermain merupakan szlzh satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) sebagaimana termuat dalam Undang - undang Nomor 20 Tzahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatzkan bzhwa upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak merupakzan dasar pencapaizn bagi keberhasilan Pendidikan
Pemulz;
bahwa Pendidikan Anzk Usiz Dini dapat diakses oleh masyarakat melalui
Pembentukan Lembaga PAUD dzlam bentuk Kelompok Bermain, Taman Kanak -
kanak;

bahwa melalui verifikasi vang telah dilakukan maka PAUD / Taman Kanak - Kanak

StLELISARETR KRINGA telah memenuhi syarat dan dapat diberikan izin operasional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan ¢, perlu
menetapkan Keputusan Camat Taliburz tentzng Pemberian Izin Penyelenggarzan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerzh

Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3143;

Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

- Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
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Wiy wndbangg Moo 88 Taline 2004 beiitang Posiniit bbbt Dosiabi (Faaiibisi
lasgara fepibibtle fndoneata Tabin 2004 Homoe 1A Tainlaidii asinibisiany Hupiain
Paspuabalibe fnidanenta Hommor A447), aobgadinanin tlali bshiago all by Vg aledily
destigean Updangg - andange Homar T2 Talian 2000 ventangg Pasttbisbinny beasidiin i
pidang -~ andang Homor 32 Talion 2004 wsitangg Faasrintalisn Prasiahi (Lot an
Peggara Sepubilile idoneata Talinn 20000 Hamor 59, atobihian Laspniharan Hegara
Hepublile ndonesia Homor 4404 )

Undiang -~ anding Homor 26 Talian 2009 tang Pelayanin Pl (asaabang nn Hasgar
fepublibe tndaonesta Tl 2009 Homor 144, Pornibahins Lostabinian Mo Mopibilil
Indonesin Homor LOGS);

Unidang -~ undang Homor 86 Talian 2000 teptang Kesshiatan (1astnhar i Hosgtarn
fepubilile Indonesta Talun 2000 Homor 144, Tambalian Lembaran Hesparin lopubillle
Indanestia Homor HOGS);

Undang = undang Homor 52 Taliun 2000 tentang Perlasmbangan Kependudalian dan
Pembangunan Keluirga Sejalitors (Lembaran Hogara Republie fndonosta Talun 2009
Momor 161, Tambalian Lembaran Negari fepublilc indoneslia Homor 5000

Undang ~ undang Momor 12 Tabon 2001 tentang Fembentalan Peraturin Porundangt
= undangan (Lembaran Hegara epublile indonesta Tahun 2000 Homor 82, Tambishian

Leernbiran Negara epublile Indonestin Homor H2144);

Peraturan Pemerintal Nomor 19 Talian 2000 tentang Standir Naslonal Fendldilan

(Lembiaran Negaria Republilc Indonesta Tahoan 2005 Homor A0, Tambiahian Lembaran
Megiara Republilc Indonetla Nomaor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tabiun 2007 tentang Pembaglan Urasan Peimnerintiah
antara Pemerintah Daesrali Propinel dian Pemerintal Diserali Kabupaten / Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2007 Nomor 82, Tambahian Lsmbaran

Negara Republilc Indonestis Nomor A747);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahan 2007 tentang Pendidilian Agama din
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Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republile Indonesla Tahun 2007 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4769);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Wajlb Belafar (Lembaran
Negara Republilc Indonestia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Hepublile Indonesta Nomor 40673);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pendanaan Pendidilin
(Lembaran Negara Republile Indonesta Tahun 2000 Nomor 9 1, Tambahian Lembaran
Negara Republile Indonesta Nomor 4464);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tentang Gura (Lembiaran Negira
Republik Indonesta Tahun 2008 Nomor 194, Fambahan Lembaran Negara Ropublik
Indonesta Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tontang Pengelolvan Penyelonggarinn
Pendidian (Lembaran Negara Republil Indonesta Talun 2010 Nomor 23, Tambalian

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 05), sebagalimani telah diubah
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

" ’ o 8 . " '
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157)
18 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka
(Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 seri ' Nomor 21,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);
MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada:

Nama Lembaga  TAMAN KANAK- KANAK St,ELISABETH KRINGA
Alamat + Dusun Kringa, RT.01 1/RW,003

Desa / Kelurahan + Kringa

Kecamatan ¢ Talibura

Kabupaten + Sikka

Penanggungjawab ¢ Kepala Desa Kringa

Penyelenggara ¢ KAROLINA KATONA DAMINES, S.bhd

Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam  Diktum  KESATU
mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan kegiatan PAUD / Taman Kanak - kanak dapat mementhi
fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Membuat Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan model yang
ditetapkan;
3. Laporan berkala tentang kegiatan PAUD / Taman Kanak - Kanak sebagaimana
dimaksud dalam poin 2 wajib dikivimkan ke Camat Talibura;
1zin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak -
Kanak St, EL\SABETH KRINGA tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak
tanggal ditetapkan Keputusan ini, Satu bulan sebelum lzin Operasional ini berakhir
Pemegang Izin Operasional wajib menyampaikan ke Camat Talibura dengan membawa
serta Laporan akhir tentang Perkembangan PAUD / Taman Kanak St EVISARETH
KRINGA; '
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

DITETAPKAN DI : TALIBURA

CNIP. 19711221 200604 1 002
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